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Reka Siswiarti (2025) : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021

Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh
Pemerintah Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Figih
Siyasah

nitw eyd

c Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya Pemerintah Kota
Pekanbaru dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) melalui Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penertiban dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Salah satu wilayah yang menjadi lokasi penertiban adalah kawasan kuliner malam
Cut Nyak Dien. Penertiban ini bertujuan menciptakan ketertiban, kebersihan, dan
k%’nyamanan lingkungan, serta meningkatkan pemberdayaan PKL agar lebih
té?organisir dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian
ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Dalam
Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, apa saja faktor-
faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemerintah dalam penertiban tersebut,
serta bagaimana perspektif figih siyasah terhadap pelaksanaan pemerintah dalam
penertiban pedagang kaki lima. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di kawasan
kuliner malam Cut Nyak Dien, Kota Pekanbaru. Sumber data yang digunakan
adalah data primer berupa hasil wawancara dengan 3 orang anggota Satpol PP Kota
Pekanbaru, 2 orang pedagang kaki lima, dan 2 pengunjung. Data sekunder
diperoleh dari jurnal, buku, artikel hukum, dan dokumen resmi lainnya yang relevan
dengan tema penelitian. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga
menghasilkan temuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil
pgﬁelitian ditemukan bahwa pemerintah melalui Satpol PP telah melakukan
pgnertiban terhadap PKL, namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal.
Hgal ini masih terdapat kendala seperti kurangnya fasilitas umum, pelanggaran
atfiran parkir, kehadiran pengamen yang mengganggu, serta adanya pungutan liar.
I@_Iam perspektif figih siyasah, peran pemerintah dalam penertiban PKL harus
nfengacu pada prinsip kemaslahatan, keadilan, amanah, dan musyawarah.
Pﬁwertiban yang belum optimal menunjukkan masih perlunya evaluasi dan
peningkatan kebijakan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan
k§<uasaan.

Kata kunci - Pelaksanaan, Pemerintah, Penertiban, Pedagang Kaki Lima, Figih
Si?yasah.
wn
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KATA PENGANTAR

alamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahamdulillahi Rabbil’alamiin penulis bersyukur atas kehadirat Allah

ntiuBeidio yeq o

yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan,

E

ikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat

%8BS

menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PELAKSANAAN PERATURAN
I{;SXERAH NOMOR 13 TAHUN 2021 DALAM PENERTIBAN PEDAGANG
KAKI LIMA OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI
FIQIH SIYASAH” dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana
mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad
Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke
dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di akhirat kelak,

Aamiin Yaa Roobal ‘Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat

IST 23}

tuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata

e
éaume

ara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan

Hiu

u dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati

g lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi

é}sx

empurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak

x
[ngJjo

I@ut dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin

n%ngucapkan terimakasih kepada:

I
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PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara-negara berkembang saat ini sedang melakukan
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap orang
berupaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya ke arah yang lebih baik,
melalui sektor informal maupun sektor formal. Sektor informal memegang
peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian negara
Indonesia. Sektor informal merupakan alternatif dari kesempatan kerja yang
bersedia menampung tenaga kerja tanpa adanya persyaratan khusus seperti
latar pendidikan dan keterampilan kerja.t

Pada kota-kota besar, sektor informal seringkali merujuk pada
aktivitas perekonomian kecil. Sektor informal merupakan usaha lain untuk
para pendatang yang tidak mampu bersaing di sektor formal, dikarenakan
kurangnya kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh para pendatang.?

Sektor informal sering dikaitkan dengan pedagang kaki lima (PKL)
yang menetap pada lokasi tertentu yang mereka anggap strategis. Beberapa di
antara mereka ada yang bersifat bergerak dari tempat satu ke tempat lain
dengan menggunakan pikulan, kereta dorong, bahkan kendaraan. PKL

memanfaatkan ruang kosong seperti trotoar atau bahu jalan sebagai tempat

11eAg ue}ng jo AJISIdATU() dTWE]S] 3}e)§
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'Ressa Fitriana, et.al, “Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif

jakan Deliberatif,” dalam Jurnal Governansi, Volume 6., No.2., (Oktober 2020), h. 94.

2Alifvia Nanda Lutfiana, dan Tjitjik Rahaju, “Dampak Penataan Pedagang Kaki Limadi

Kawasan Gembong Kotasurabaya,” dalam Jurnal Publiki, Volume 10., No.2., (Januari 2022), h. 32.
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usaha. Sebagian besar PKL menawarkan barang dagangan di trotoar sebagai
kawasan ruang publik yang sebenarnya ialah sarana pejalan kaki. PKL telah
mengganggu hak para pejalan kaki untuk berjalan kaki di atas trotoar.
Pertumbuhan sektor informal berkaitan dengan menurunnya kemampuan
sektor formal dalam menyerap angkatan kerja. Akibatnya, tingkat imigrasi dari
desa ke kota lebih pesat daripada pertumbuhan kesempatan kerja.
Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah
PKL relatif banyak. Hal ini disebabkan posisi Kota Pekanbaru sebagai salah
satu daerah tujuan wisata dan pendidikan. Sebagian besar PKL menawarkan
berbagai barang dagangan di trotoar sebagai kawasan ruang publik. Akibatnya,
hak pejalan kaki untuk menggunakan trotoar terganggu karena area tersebut
dipadati oleh aktivitas perdagangan. Trotoar sebagai kawasan ruang publik
menjadi hilang fungsinya dengan keberadaan PKL yang berada di sekitarnya.*
Pedagang kaki lima (PKL) termasuk dalam sektor informal yang
berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat. Namun,
keberadaan PKL sering kali menjadi isu kompleks dalam penataan kota,
khususnya terkait dengan ketertiban umum, tata ruang, dan estetika. Kota
Pekanbaru, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, turut menghadapi
permasahan serupa. Dalam upaya menciptakan keteraturan dan kenyamanan,

pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun

S yeljjng jo &]}SIBA!UH JIWe[sS] 9jelg

SArifin Ardiata, dan R.Widodo Triputro, “Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan D.l.
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Pandjaitan Kawasan Sumbu Filosofis,” dalam Jurnal Social and Government, Volume 4., No.2.,
(Juni 2023), h. 224.

“Dinartjati Eka Puspitasari, “Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan
Fengsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta Dan Kabupaten Sleman”, dalam Jurnal Mimbar
I-@I_(um, Vol. 22., No. 3, (Oktober 2010), h. 588-589.
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2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Perda ini
mengatur larangan penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan berjualan yang
tidak sesuai dengan peruntukannya.®

Pedagang kaki lima (PKL) kerap menjadi pusat perhatian, terutama
dalam bidang tata kelola ruang kota. Di Indonesia, keberadaan PKL telah
berkembang menjadi masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Kehadiran
pedagang kaki lima di kota-kota besar cukup meresahkan masyarakat. Kasus
relokasi PKL adalah hal biasa di kota-kota besar dan selalu didampingi
bentrokan antara Satpol PP dan PKL. Bentrokan biasanya dipicu perbedaan
kepentingan antara pemerintah dan PKL yang mengakibatkan kerusuhan dan
membawa korban jiwa. Para PKL sering menimbulkan kesemrawutan dan
membuat lingkungan menjadi kumuh. Keberadaan PKL sering menghambat
lalu lintas dan merampas hak pejalan kaki, terutama pada lingkungan yang
ramai seperti tempat pariwisata. Hal tersebut membuat keindahan lingkungan
hilang dan rawan terjadi kriminalitas.®

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru
mewujudkan program relokasi penertiban dan pembinaan PKL di Kota
Pekanbaru. Dasar hukum dalam program ini mengacu pada Peraturan Daerah
Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat. ketentuan yang lebih rinci mengenai penertiban

pedagang kaki lima (PKL) terdapat pada Pasal 11 ayat (1) dan (3). Yang mana
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5Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021, Lembaran Daerah

Kwota Pekanbaru Tahunn 2021 Nomor 13, Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

6 Bella Pristika, dan Badrudin Kurniawan, “Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki

Luma Di Provinsi Jawa Timur,” dalam Jurnal Publlka Volume 9., No.2., (Mei 2021), h. 242-243.
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pada Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang
menggunakan fasilitas umum untuk berjualan atau kegiatan lain yang tidak
sesuai dengan fungsinya fasilitas umum yang dimaksud meliputi badan jalan,
trotoar, saluran air, taman, hutan kota, alun-alun, bawah jembatan, dan
jembatan penyeberangan. ’

Dan pada Pasal 11 ayat (3) menyebutkankan bahwa Walikota dapat
menentapkan bagian-bagian jalan atau trotoar dan prasarana atau fasilitas
umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima (PKL) termasuk
berjualan di depan toko yang mengganggu jalan atau trotoar.®

Selain itu, dalam Pasal 20 ayat (1) Perda tersebut juga mengatur
larangan menempatkan barang atau benda dalam bentuk apapun di tepi jalan,
jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk
menjalankan suatu usaha atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan
peruntukannya.®

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau. Kota Pekanbaru
sebagaimana pusat kota lainnya merupakan sentra aktivitas kemasyarakatan,
baik sebagai tempat bermukim, pemerintahan, perekonomian, maupun
kebudayaan. Beragam cara dilakukan masyarakat untuk bertahan hidup di
tengah  persaingan, menyempitnya lapangan  pekerjaan,  serta
bertransformasinya sumber daya terampil menjadi mesin. Keanekaragaman

ini menjadi potret heterogen perkotaan, termasuk dalam mencari nafkah yang
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"Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021, op.cit., Pasal 11

®Ibid, Pasal 11 Ayat (3).
°lbid., Pasal 20 Ayat (1)
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5
tercermin melalui fenomena PKL sebagai sumber mata pencaharian
masyarakat. Keberadaan PKL bukan tanpa sebab, maraknya PKL seiring
perkembangan populasi yang meningkat tanpa diimbangi ketersediaan
lapangan pekerjaan.*°

Berdasarkan observasi peneliti, semakin meningkatnya jumlah PKL
yang berjualan di sekitaran trotoar jalan Kota Pekanbaru mengakibatkan lalu
lintas menjadi macet. Para PKL yang berjualan di tepi jalan Kota Pekanbaru
mendirikan lapak di atas trotoar, sehingga mengganggu pejalan kaki. PKL
yang berada di kawasan tersebut tidak tertata dengan baik membuat kawasan
Kota Pekanbaru menjadi terlihat kumuh. Dalam mengatasi permasalahan
PKL khususnya di tepi-tepi jalan Kota Pekanbaru pemerintah melaksanakan
relokasi PKL salah satunya dengan membangun kawasan kuliner di Jalan Cut
Nyak Dien Kota Pekanbaru. Program relokasi ini merupakan cara yang
dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru untuk memperbaiki penataan PKL di
tepi-tepi jalan Kota Pekanbaru. PKL di kawasankuliner Cut Nyak Dien
tersebut didominasi pedagang kuliner.

Pada tahun 2022 para PKL direlokasikan ke kawasan Jalan Cut Nyak
Dien tepatnya di belakang Kantor Gubernur Riau. Para PKL yang di
relokasian ke kawasan tersebut juga lumayan banyak hingga lebih dari 100
PKL yang berdagang disana. Sayangnya keberadaan ratusan PKL di lokasi

tersebut ternyata belum ada izin dari pemerintah kota. Yang menyebab
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©Kurnia Muhamad Ramdhan, etal, “Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki

L#ma Di Kecamatan Garut Kota Oleh Tim Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
abupaten Garut,” dalam Jurnal Administrasi Negara volume, 2., no. 1., (Agustus 2017), h. 29.
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adanya pemungutan tempat sewa lapak liar, yang mana para PKL dikenakkan
biaya sewa lapak sekitaran 600 sampai ada yang bayar 1 juta per bulan. Tidak
hanya itu besaran lapak yg mereka pakai untuk berjualan juga berbeda-beda
ada yg lebar lapaknya 5 meter dan ada juga lebar lapaknya mencapai 15
meter.!!

Akibat permasalahan tersebut, Pemerintahan Kota (Pemko) Kota
mengambil alih pengelolaan PKL di Jalan Cut Nyak Dien agar dapat

menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemko Pekanbaru melalui Dinas

nely e)sns NiN !jiw ejdio yeH o

Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melakukan penertiban ulang
terhadap PKL yang berjualan di kawasan kuliner malam Jalan Cut Nyak Dien.
Dalam proses penertiban ulang, Disperindag bekerja sama dengan OPD
teknis lainnya seperti Dinas Perhubungan, DLHK, serta Satpol PP. Langkah-
langkah yang dilakukan meliputi pendataan dan pendaftaran PKL, penertiban
lokasi, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan penertiban.?

Namun, untuk memulai proses penertiban tersebut, kawasan ini
ditutup sementara selama tiga hari, mulai 8 Oktober 2024, untuk penertiban
awal. Setelah penutupan sementara, kawasan kuliner dibuka kembali pada 11

Oktober 2024* dengan beberapa perubahan awal, seperti : 4

S J0 AJISIdATU) DTUIR]S] d)B1S

Hzulhelmi  Arifin,  “pekanbaru.go..id,” (01 Oktober 2024), Artikel dari
https://mww.pekanbaru.go.id/p/news/akan-ditata-disperindag-pekanbaru-mulai-data-pkl-di kuliner
n@am—cut-nyak—dien, diakses pada 22 Oktober 2024.
12 1hid.

wn Bzulhelmi  Arifin,  “pekanbaru.go..id,” (08 Oktober 2024), Artikel dari
h‘@)s://vwvw.pekanbaru.go.id/p/news/dalam—penataan—pemko—pekanbaru—tutup—sementara-kuIiner—
malam-cut-nyak-dien#, diakses pada 22 Oktober 2024.

= 4pekanbaru, “pekanbaru.go..id,” (11 ~ Oktober  2024),  Artikel  dari
hitps://www.pekanbaru.go.id/p/news/pemko-pekanbaru-kembali-buka-kuliner-malam-cut-nyak-
dgp—laluIintas—direkayasa, diakses pada 22 Oktober 2024.
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1. Kebutuhan listrik yang dibutuhkan para PKL yang ada di sana. ada 20 titik
SPLU yang bakal dipasang di kawasan tersebut.

2. Lokasi parkir, parkir roda empat disediakan disepanjang Jalan Ahmad
Yani, tepat disamping kantor gubernur riau dan menara bank riau kepri.
Kemudian parkir roda dua juga berdampingan dengan parkir roda
empat. Untuk arus kendaraan, hanya boleh roda dua yang melintas di Jalan
Cut Nyak Dien atau sepanjang kawasan kuliner malam tersebut. Itu hanya
untuk orang take away, jadi tidak parkir.

3. Lalulintas di kawasan kuliner malam itu juga hanya dibuat satu arah. Mulai
masuk dari Jalan Pepaya hingga menuju Jalan Ahmad Yani.

4. Sampah yang dihasilkan para PKL. Mereka hanya boleh membuang
sampah di satu tempat yang telah disediakan dan kemudian diangkut oleh
DLHK Pekanbaru ke TPA.

Namun berdasarkan hasil observasi peneliti, setelah penertiban
dilakukan, berbagai permasalahan baru kembali muncul di kawasan tersebut.
Salah satu permasalahan yang paling menonjol adalah kurangnya fasilitas
umum seperti toilet. Kenyamanan pengunjung juga terganggu dengan
kehadiran pengamen yang kerap memaksa meminta uang. Permasalahan
lainnya terletak pada aspek perparkiran, di mana banyak pengunjung
memarkirkan kendaraannya di depan lapak pedagang. Lebih jauh lagi,
pungutan liar juga masih terjadi, di mana tukang parkir meminta iuran kepada

pengunjung yang sedang take away makanan, padahal berdasarkan aturan
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pemerintah pengunjung yang take away diperbolehkan memarkirkan
kendaraan di depan lapak

Berdasarkan permasalahan tersebut menunjukkan bahwa upaya
penertiban belum sepenuhnya berjalan efektif dan berkelanjutan. Hal ini
menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pelaksanaan Pemerintah
Kota Pekanbaru dalam mengawasi, mengelola, dan menjamin keteraturan
serta kenyamanan di kawasan kuliner malam Cut Nyak Dien pasca
penertiban. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam
mengenai dampak implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2021 terhadap PKL,
baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun tata ruang kota. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan solusi yang komprehensif dan menjadi acuan
untuk menciptakan kebijakan penertiban PKL yang lebih adil dan
berkelanjutan.

Hal ini di jelasakan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

Ju,m\ ”/H&u\j@\‘;\ i1 15358 G a8l d &
\%muﬁm\w uékuuu&\u\gdqﬂb\ji&
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di
antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik
kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat” (Q.S. An-Nisa’/4: 58).

Di dalam kitab Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menafsirkan ayat di
atas bahwa terdapat dua kata penting, yaitu amat dan adil. bahwa dengan
menjaga yang dua itulah, keamanan, keadilan dan kemakmuran akan tercapai,

sehingga tercapai apa yang pernah disabdakan Nabi, seorang perempuan
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berjalan seorang diri dari Hirah (dekat Irak) ke Makkah, tidak ada yang
mengganggu keamanannya'.®®

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa ayat
dan tafsir di atas mengingatkan pentingnya amanah dan keadilan, termasuk
dalam penataan pedagang, dimana pemerintah bertindak adil dan pedagang
juga menghormati aturan yang ada.

Penertiban pedagang kaki lima (PKL) merupakan upaya pemerintah
dalam menciptakan ketertaturan ruang kota serta menjaga keindahan dan
kenyamanan lingkungan. Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengatur hal ini
melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021. Namun, berdasarkan hasil
observasi penulis di kawasan kuliner malam Cut Nyak Dien, ditemukan
berbagai permasalahan yang muncul pasca penertiban. Beberapa di antaranya
adalah kurangnya fasilitas umum seperti toilet, kehadiran pengamen yang
memaksa, pelanggaran area parkir oleh pengunjung, serta pungutan liar oleh
oknum tukang parkir. Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa
pelaksanaan penertiban belum sepenuhnya berjalan efektif, dan masih
menyisakan Kketidakteraturan serta ketidaknyamanan baik bagi pedagang
maupun pengunjung.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana Pemerintah Kota
Pekanbaru telah menjalankan amanah Perda tersebut secara adil. Dalam figih
siyasah, pemerintah wajib bersikap amanah dan adil terhadap rakyatnya,

sebagaimana tercantum dalam Q.S. An-Nisa ayat 58 dan Tafsir Buya Hamka

neny wisep JrreAg uejng jo A}JISIaATU() dDTUIR]S] 3}81S

5 Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid Il, (Singapura: Pustaka Nasional, 2001), h. 275
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juga menegaskan bahwa menjaga amanah dan keadilan merupakan kunci
terwujudnya keamanan dan kemakmuran dalam masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas peneliti merasa tertarik untuk
melakukan penelitian terkait penertiban pedagang kaki lima di kota
pekanbaru yang di atur berdasakan Perda Nomor 13 Tahun 2021. Maka
penulis tertarik untuk meneliti dengan judul: “Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima
Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Figih Siyasah” Oleh
karena itu, penulis merasa penting untuk mengangkat judul ini guna mengkaji
sejauh mana pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 2021 telah memenuhi
prinsip-prinsip amanah dan keadilan sebagaimana diajarkan dalam figih
siyasah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam
mengevaluasi kebijakan pemerintah serta menjadi bahan pertimbangan dalam
menciptakan tata kelola PKL yang lebih baik, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Batasan Masalah

Adapun batasan masalah agar skripsi ini lebih terfokus dan terarah,
maka penulis hanya akan membahas tentang pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2021 dalam penertiban pedagang kaki lima oleh Pemerintah
Kota Pekanbaru, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 dalam penertiban pedagang kaki lima
oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, serta tinjauan figih siyasah terhadap
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 dalam penertiban

pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
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Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang masalah, maka

penulis dapat mengemukakan masalah yang akan di bahas untuk di

kembangkan lebih lanjut menjadi masalah pokok, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 dalam
penertiban pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru?

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2021 dalam penertiban pedagang kaki lima oleh
Pemerintah Kota Pekanbaru?

3. Bagaimana tinjauan figih siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2021 dalam penertiban pedagang kaki lima oleh
Pemerintah Kota Pekanbaru?

Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun
2021 dalam penertiban pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota
Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 dalam penertiban pedagang
kaki lima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

c. Untuk mengetahui tinjauan figih siyasah terhadap pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 dalam penertiban pedagang

kaki lima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
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2. Manfaat Penelitian

a.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum
Tata Negara dan Figih Siyasah. Penelitian ini juga dapat menjadi
acuan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya
jurusan Hukum Tata Negara, yang tertarik untuk meneliti lebih
lanjut mengenai penertiban pedagang kaki lima ditinjau figih siyasah
dan peraturan daerah..

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi
Pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja.
dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2021, terutama dalam hal penertiban pedagang kaki
lima di kawasan kuliner Cut Nyak Dien agar lebih tertib, adil, dan
maslahat bagi semua pihak.

Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya

mengenai permasalahan yang hampeir sama.
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TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teoritis
1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan (actuating) merupakan upaya untuk menjadikan
perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan

pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara

nery exsns NI YA e1dio yeH ©

optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya.®
Adapun beberapa pengertian pelaksanaan (actuating) menurut para
ahli:

a. Hersey dan Blancard mengemukakan bahwa actuating atau motivating
adalah kegiatan untuk menumbuhkan situasi secara langsung dapat
mengarahkan dorongan-dorongan yang ada dalam diri seseorang kepada
kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.’

b. George R. Terry mengemukakan bahwa actuating merupakan usaha
menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga
mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan
dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota

itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Aq uej[ng jo A}ISIdATU) DTWR][S] 3}L}§

16 Muslichah Erma Widiana, Buku Ajar Pengantar Manajemen, (Jawa Tengah: Pena
sada, 2020), Cet. Ke-1, h. 111

7 Nana Sudjana, Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan
gembangan Sumber Daya Manjusia, (Bandung: Falah Prodiction, 2004), h. 115

18 Georgi R Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Jakarta: Bumi Askara, 2013), h. 17
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Berikut ini fungsi dari pelaksanaan ( actuating)®® yaitu :
a. Menciptakan kerja sama yang lebih efisien.
b. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf.
¢. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan.
d. Mengusahan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan
prestasi kerja.
e. Membuat organisasi berkembang secara dinamis.

Berdasarkan pendapat tersebut penulis menyimpulkan bahwa
pelaksanaan (actuating) bukan sekadar menjalankan perintah, melainkan
sebuah proses penting yang menghubungkan perencanaan dengan tindakan
nyata. Pelaksanaan membutuhkan kemampuan dalam mengarahkan dan
memotivasi, agar setiap individu dapat memahami perannya dan bekerja
secara maksimal. Dalam konteks organisasi atau pemerintahan, pelaksanaan
yang baik akan menciptakan kerja sama yang harmonis, meningkatkan
kapasitas sumber daya manusia, dan mendorong tercapainya tujuan bersama
secara efektif dan berkelanjutan.

2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat.
a. Pengertian Peraturan Daerah
Peraturan daerah (Perda) merupakan peraturan undang-undang yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama

kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota) yang seluruh materi

neny wisep JrreAg uejng jo A}JISIaATU() dDTUIR]S] 3}81S

19 Muslichah Erma Widiana, op.cit., h. 112
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muatannya mencakup penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
pembantuan, dan menampung kondisi Khusus daerah yang tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi.°

Otonomi daerah adalah bagian integral dari desentralisasi. Ini
termasuk penerapan Peraturan Daerah (Perda) dalam pelaksanaan
Pemerintahan Daerah. Di dalamnya ada dua elemen utama kekuasaan yaitu
"mengatur" dan "mengurus”. Daerah memiliki kewenangan "mengatur®, yang
berarti mereka dapat membuat keputusan hukum melalui peraturan
perundang-undangan, yang kemudian dikenal sebagai Peraturan Daerah.
Salah satu konsekuensi yuridis dari pembagian kewenangan di tingkat daerah
adalah pembagian kewenangan hukum dan perundang-undangan. Peraturan
Daerah tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan perundang-undangan di
atasnya, tetapi juga harus mampu memenuhi kebutuhan dan kemandirian
daerah serta keinginan masyarakat lokal.?*

Peraturan daerah bertujuan memberdayakan masyarakat dan
mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus
didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara

lain, Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi

S
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20 Adrie dan Ketut Suardita, “Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan

rarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian” dalam Jurnal Yustitia,
ume.18, No. 1, (Mei 2024), h. 66.

2L Jumadi, “Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai

rumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia" dalam Jurnal
kum Unsulbar,Volume.1, No. 1, (2018), h. 27.
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manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.??

Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum daerah yang
berfungsi sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi,
sekaligus sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan penguatan
kemandirian daerah, yang pembentukannya harus sesuai dengan prinsip-
prinsip hukum yang adil dan berorientasi pada kepentingan lokal.

b. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021, tentang ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat di Kota Pekanbaru. Di dalam peraturan ini
mengatur tentang penertiban PKL, yang mana di dalam pasal 11 Ayat (3) di
jelaskan bahwa Walikota dapat menentapkan bagian-bagian jalan atau trotoar
dan prasarana atau fasilitas umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang
kaki lima (PKL) termasuk berjualan di depan toko yang mengganggu jalan
atau trotoar. Dan pada pasal 20 Ayat (1) juga di jelaskan mengenai larangan
menempatkan barang atau benda dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur
hijau, taman, dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan
suatu usaha atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya®
c. Penertiban Pedagang Kaki Lima

Penertiban merupakan suatu tindakan untuk meningkatkan ketaatan
masyarakat supaya tidak terjadinya pelanggaran ketentraman dan ketertiban

umum. Menurut Satjipto Rahardjo, Secara tata bahasa, penertiban berasal dari

L
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22 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara

gsung, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), Cet. Ke-1, h. 131.

Z3pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021, op. cit., Pasal 11

20 Ayat (3 dan 1).
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kata tertib yaitu aturan, rapi dan apik.?*

Pengertian Penertiban dalam pemanfaatan ruang menurut Retno
Widjajanti, adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar
pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat
dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.
Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang
diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi
disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau
membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.?

Konsep penertiban memiliki artian sebagai suatu tindakan yang
dilakukan oleh seseorang dan petugas atau kelompok orang pribadi atau
instansi pemerintahan tertentu dalam rangka menertibkan segala bentuk
penyimpangan yang dilakukan sehingga menciptakan suatu kondisi yang
tertib, teratur dan dinamis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.®

Pelaksanaan penertiban memiliki tujuan agar dapat mengurangi atau
menghilangkan berbagai bentuk gangguan serta ancaman terhadap ketertiban
dalam masyarakat dan supaya pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan

aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar dan aman.?’

K
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%3atjipto Rahardjo, Membedakan Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas,2006), h. 25.
Retno Widjajanti, Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan

mersial Di Pusat Kota, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), h. 10.
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2W. Darmawan, “Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman

yarakat” dalam Jurnal Tatapamong, Volume. 2, No. 2, (September 2020), h. 6.

Z"Muhammad Hakiki, et. al., “Penertiban Lapak Pedagang Kawasan Flyover Kelok
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Pedagang kaki lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan
usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun
tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas
umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat
sementara atau tidak menetap.?®
Pengertian pedagang kaki lima dalam Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2021 tentang Kketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
dijelaskan bahwa PKL adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha
perdagangan dan atau jasa yang menempati tempat-tempat prasarana daerah
dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun
yang tidak mendapatkan izin pemerintah daerah antara lain trotoar, saluran
air atau irigasi,jalur hijau, taman, alun-alun, bawah jembatan, dan jembatan
penyeberangan.?®
Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu pelaku sektor
informal yang diperlakukan oleh pemerintah secara tidak seimbang.
Walaupun beberapa kelompok teroganisir di sektor ini (seperti misalnya
pedagang asongan) kecenderungan memiliki jiwa wiraswasta, namun secara
umum sektor informal seringkali dipandang sebagai usaha bermodal kecil
yang mana sulit memperoleh keuntungan, dengan akses pasar yang terbatas

serta rendahnya standar hidup para pekerjanya, PKL biasanya berjualan

uejing jo &]}SIBA!UH JIWe[sS] 9jelg

Sembilan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Lima Puluh Kota” dalam Jurnal

apamong, Volume. 4, No. 1, (Maret 2022), h. 75.
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BAenida Fatma Pitaloka, etal, “Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di

Kgbupaten Semarang,” dalam Jurnal Semarang Law Review, Volume 2., No.2., (2021), h. 177.

29pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13Tahun 2021, op. cit., Pasal 1

t (17).
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diberbagai penjuru pinggiran-pinggiran kota karena para pedagang tersebut
termasuk kedalam orang-orang pinggiran serta orang-orang yang termasuk
dalam golongan lemah. Bisa dikatakan sebagai orang pinggiran bahwa karena
mereka kebanyakan orang-orang yang tersisihkan dar1 kehidupan orang
dikota serta jauh dan tidak bisa mengikuti perkembangan hidup dikota.*

Namun bagi sekelompok masyarakat, PKL justru menjadi solusi
untuk mendapatkan barang dengan murah. Menjadi manifestasi dari situasi
pertumbuhan kesempatan tenaga kerja terutama bagi mereka yang tidak
terserap di sektor formal kerja. Kehadiran PKL di ruang kota juga dapat
meningkatkan vitalitas bagi kawasan yang ditempatinya serta berperan
sebagai penghubung kegiatan antara fungsi pelayanan kota yang satu dengan
yang lainnya. Selain itu, PKL juga memberikan pelayanan yang mudah dan
cepat untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Dengan kata lain
meskipun keberadaan PKL dianggap menimbulkan berbagai masalah
perkotaan, namun di sisi lain PKL memiliki manfaat ekonomi bagi sebagian
masyarakat.>!

Menurut McGee & Yeung, bahwa karakteristik aktivitas PKL dapat
diidentifikasi berdasarkan jenis komoditas dagangannya, yaitu:

1. Bahan mentah dan setengah jadi (unprocessed and semiprocessed foods),

seperti daging, buah, sayuran, beras, dan sebagainya.

2Ag ue

%0Charol Primus Matau, etal, “Fungsi Pemerintah Kota Kupang Dalam Paenataan

Pedagang Kaki Lima,” dalam Jurnal Petitum Law Journal, Volume 1., No.1., (November 2023), h.
378-374.

R

31Syaeful Bakhri, “Penataan Pedagang Kaki Lima: Resiliensi Usaha Di Masa Pandemi,”

d@am Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Volume 6., No.2., (Desember 2021), h. 148.
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2. Makanan siap konsumsi (prepared foods), terdiri dari bahan-bahan yang
dapat langsung dikonsumsi saat itu juga, biasanya berupa makanan dan
minuman.

3. Non-makanan (nonfood items), jenis barang dagangan ini cakupannya
lebih luas dan biasanya tidak berupa makanan, misalnya tekstil sampai
dengan obat-obatan, dan lain-lain.

4. Jasa (services), yang termasuk dalam kategori jasa pelayanan, seperti
tukang semir sepatu, potong rambut.?

Penertiban pedagang kaki lima merupakan usaha pemerintah yang
ditujukan untuk kepentingan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang
dalam pelaksanaanya dapat terjadi paksaan dari pemerintah sendiri.
Penertiban Pedagang Kaki Lima ini dilakukan dengan cara merelokasi PKL
dari tempat yang ditertibkan ke lokasi yang telah disediakan sesuai dengan
peraturan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan membiarkan PKL
berdagang dengan pengaturan tertentu dan mengintegrasikan PKL secara
formal.®®
d. Figih Siyasah
1) Pengertian Figih Siyasah

Istilah figh siyasah terdiri dari dua kata, yakni figh dan siyasah. Fikih
berasal dari kata fagaha-yafgahuu-fighan. Fikih secara etimologis diartikan

sebagai pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengerahan potensi

1efg uelng Jo AJISIIATU) dTWER][S] 3}e)§
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%2McGee, T.G dan Y.M. Yeung: Hawkers in Southeast Asian Cities, Planning for the

Bazaar Economy. Ottawa, (Ottawa: International Development Research Centre, 1977), h. 81

33Maris G. Rukmana, “Peraturan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Kaki Lima Di

K@ta Semarang” dalam Jurnal Konstituen, Volume 1., No.2., (Juni 2019), h. 74).
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akal.3* Adapun secara terminologis dikemukakan menurut pendapat para ahli
fikih terdahulu, yaitu ilmu pengetahuan tentang hukum syara’ dan tentang
perbuatan manusia (amaliah) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang
terperinci.®

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa fikih adalah upaya
sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukum-hukum syara'
sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fikih disebut juga dengan hukum
Islam karena fikih bersifat ijtihadiyah. Artinya, pemahaman terhadap hukum
syara' tersebut dapat mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan
perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.

Kata siyasah yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus
dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.
Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah
mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat
politis untuk mencakup sesuatu.®® Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf
mendefinisikan bahwa siyasah adalah "pengaturan perundangan yang
diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur
keadaan.*’

Jadi siyasah mengandung beberapa arti secara bahasa yaitu

mengatur, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan

vAg Uei[ng jo AJISIdATU) dTWE[S] 3}e)§
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34 Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Figih, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 6

%Agus Hermanto, dan Rohmi Yuhaniah, Pengantar llmu Figih, (Jakarta : Prenadamedia
2014),h 3.

%Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam, (Jakarta :

Prenadamedia Group, 2014), h 3.

nery wise,

7 Abdul Wahhab Khallaf, Al-Siyasah al-Syar'iyyah, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), h. 4-5.
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politik. Secara terminologi, kata siyasah berarti cara mengatur atau
memimpin sesuatu untuk ke arah kebaikan.

Figh siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas
tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa yang
mendasarinya dan bagaimana para pelaksana kekuasaan menjalankan
kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan
mempertanggung jawabkan kekuasaannya.®

Menurut beberapa pengertian di atas, tidak salah jika dikatakan
bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kedudukan negara.
Karena dalam penyelenggaraan negara harus ada unsur pengendalian,
pengaturan, tata kelola, pengelolaan, pengurusan, administrasi pelaksana, dan
perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian figih siyasah
tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah. Dengan metode-
metodenya kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan praktik kenegaraan
yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam dan juga mengantisipasi
setiap permasalahan yang berkembang di dunia Islam. Metode kajian figih
siyasah tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan dalam
mempelajari figih umumnya, yaitu metode usul figih dan kaidah-kaidah
figih.*®

Secara umum, metode yang digunakan adalah al-ijma’, al-giyas, al-

e

P
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%Muhammad Ramadhan, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Figh Siyasah,

alongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), Cet. Ke-1, h. 6

3 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:

nadamedia Group, 2018), Cet. Ke-3, h. 15
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mashlahah al-mursalah, sadd al-dzari’ah, al-istihsan dan kaidah-kaidah
kulliyah fighiyah. Adapun perincianya sebagai berikut:

Al-Ijma’ merupakan kesepakatan para mujtahid pada masa
sepeninggalan nabi. Misalnya pada masa khalifah Umar ra. dalam mengatur
pemerintahannya Umar ra melakukan musyawarah maupun koordinasi
dengan para tokoh pada saat itu. Hal-hal baru seperti membuat peradilan
pidana-perdata, menggaji tentara, administrasi negara dll, disepakati oleh
sahabat-sahabat besar saat itu. *°

Qiyas adalah upaya menyamakan hukum dari suatu pristiwa yang
belum ditentukan hukumnya dalam nash dengan hukum dari suatu pristiwa
lain yang hukumnya di sebutkan oleh nash. Dengan giyas, masalah dapat
diterapkan dalam masalah lain pada masa dan tempat berbeda jika masalah-
masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama.*!

Al-mashlahah artinya mencari kepentingan hidup manusia dan
mursalah adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan nash al-Qur‘an dan Sunah
yang menguatkan atau membatalkan. Al-mashlahah al-mursalah adalah
pertimbangan penetapan menuju maslahah yang harus didasarkan dan tidak
bisa tidak dengan hasil penelitian yang cermat dan akurat.*?

Sadd al-Dzari’ah adalah upaya menghambat semua jalan yang
menuju kepada kerusakan atau maksiat. Contohnya larangan berkhalwat

untuk mencegah terjadinya zina. Al-Istihsan secara sederhana dapat diartikan

>
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40 Alaiddin Koto, IImu Figih Dan Usul Figih, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),

1 1bid., h. 80
“2 1bid., h. 102
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sebagai berpaling dari ketetapan dalil khusus kepada ketetapan dalam umum.
Dengan kata lain berpindah menuju dalil yang lebih kuat atau
membandingkan dalil dengan dalil lain dalam menetapkan hukum. Contoh
menurut al-Sunnah tanah wakaf tidak boleh dialihkan kepemilikannya
dengan dijual atau diwariskan, tapi jika tanah ini tidak difungsikan sesuai
tujuan wakaf, ini berarti mubazir. Al-Qur'an melarang perbuatan mubazir,
untuk kasus ini maka diterapkan istihsan untuk mengefektifkan tanah tersebut
sesuai tujuan wakaf.*®

Kaidah-kaidah kulliyah fighiyah adalah sebagai teori ulama yang
banyak digunakan untuk melihat ketetapan pelaksanaan figh siyasah. Kaidah-
kaidah itu bersifat umum. Oleh karena itu, dalam penggunaannya, perlu
memperhatikan pengecualian dan syarat-syarat tertentu.**

2) Ruang Lingkup Figih Siyasah

Berkenaan dengan luasnya objek kajian figh siyasah, maka ada
beberapa pembidangan dalam figh siyasah. Terdapat perbedaan pendapat
dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup figh siyasah. Menurut
Hasbi Ash Shiddieqy, objek kajian figh siyasah dibagi kedalam delapan
bidang, *° yaitu :

a. Siyasah dusturriyah syar’iyyah
b. Siyasah tasyri’iyyah syar’iyyah

c. Siyasah gqadha’iyyah syar’iyyah

neny wisey JireAg uejng jo A}JISIaATU() dDTWIR]S] 3}81S

43 Ibid., h. 80
4 Ibid.
4Muhammad Igbal, op.cit., h.14
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d. Siyasah maliyah syar’iyyah

e. Siyasah idariyah syar’iyyah

f. Siyasah kharijiyyah syar’iyyah/siyasah dawliyah

g. Siyasah tanfiziyyah syar’iyyah

h. Siyasah harbiyyah syar’iyyah

Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian figih siyasah mencakup
kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah

Dusturiyyah), ekonomi dan moneter (Siyasah Maliyyah), peradilan (Siyasah

Qadha’iyyah), hukum perang (Siyasah Harbiyyah), dan administrasi negara

(Siyasah ‘ldariyyah). Sedangkan lbnu Taimiyah meringkasnya menjadi

empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta

hubungan internasional.*®
Contoh lain dari pembidangan figh siyasah yaitu dalam kurikulum

Fakultas Syari‘ah dibagi dalam 4 bidang, yaitu: 4’

a. Figih siyasah dusturiyyah, yaitu mengatur hubungan antar warga negara
dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara yang
lain dalam batas-batas administratif suatu negara.

b. Figih siyasah dauliyyah, yaitu mengatur antara warga negara dengan
lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga
negara dari negara lain.

c. Figih siyasah maliyyah, yaitu mengatur hak dan kewajiban kepala negara

§
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4A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu

riah, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013), Cet. Ke-5, h. 31
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dalam pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.
d. Figh siyasah harbiyah yang mengatur tentang wewenang atau kekuasaan
serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat.

Tujuan mempelajari figih siyasah adalah untuk mengembangkan
hukum-hukum yang diperlukan untuk menjalankan negara sesuai dengan
ajaran utama Islam. Perwuju dannya adalah untuk kemaslahatan umat
manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka mengenai hubungan

pemerintah dan rakyat dalam upaya mencapai kemaslahatan bersama.*®

nely e)sns NiN !jiw ejdio yeH o

Dari penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan figih siyasah
dapat di pahami bahwa pembahasan pokok figih siyasah meliputi berbagai
bidang yang erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Penelitian ini
termasuk kedalam siyasah dusturiyah. Secara teori siyasah dusturiyah terbagi
kepada beberapa bidang*® yaitu:

a. Siyasah tasriyah, termasuk di dalam persoaln ahlul hali wal aqdi,
perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslimin di
dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang,
peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.

b. Siyasah tanfiziyyah, termasuk di dalam persoalan imamah persoalan
ba’ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.

c. Siyasah gqadha“iyyah, termasuk di dalam masalah-masalah peradilan.

d. Siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif

g uej[ng jo AJISIdATU) DTUIR]S] d}B1S

48Beni Ahmad Saebani, Figih Siyasah Pengantar llmu Politik Islam, (Bandung: Pustaka
a, 2015), cet.ke-2, h.43

A, Djazuli, Figih Siyasah Implementasi Kemasalhatan Umat Dalam Rambu-Rambu
riah, (Jakarta: Prenaamedia Group,2018), cet.ke-7, h.34
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dan kepegawaian.

Dengan demikian penelitian ini masuk kedalam pembahsan bidang
siyasah tanfiziyyah, karena fokus kajian peneliti berkaitan dengan regulasi
dan kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam penataan pedagang kaki
lima, yang mencerminkan hubungan antara penguasa dan rakyat serta
pelaksanaan peraturan daerah sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan
dalam perspektif figih siyasah.

Figh siyasah tanfidziyyah syar“iyyah yang diorientasikan untuk
kemaslahatan rakyat. dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam
suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu
antara orang kaya dan orang miskin, di dalam siyasah tanfinziyyah sar*iyyabh,
dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk
mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya
dan miskin tidak semakin lebar.®® Siyasah tanfidziyyah syar“iyyah ini
merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi
Muhammad Saw. Fiqgih siyasah tanfidziyyah menyangkut tentang
pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.>!

3) Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Figih Siyasah

Penertiban pedagang kaki lima merupakan upaya yang dilakukan

oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan

penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dalam

1efg uelng Jo AJISIIATU) dTWER][S] 3}e)§

0A. Dzajuli, Figh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu rambu

iah, (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 277

5INurcholis Madjid, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik, (Jakarta: Gaya Media

Ptatama, 2001), h. 273
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rangka perlindungan terhadap PKL dengan memperhatikan kepentingan
umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, Ketertiban,
kebersihan lingkungan dan sesuaidengan peraturan perundang-undangan.®

Evaluasi kebijakan penertibpan PKL merupakan hal yang sangat
penting dilakukan oleh pemerintah. Evaluasi kebijakan sangat penting
dilakukan agar pemerintah sendiri dapat melihat sejauh mana kebijakan yang
diterapkan khususnya pada penertiban PKL apakah telah tercapai sesuai
dengan hasil yang diharapkan atau masih jauh dari harapan pemerintah
maupun masyarakatnya. Karakteristik dan klasifikasi PKL, penataan lokasi
dan tempat usaha, tatacara penertiban tanda pengenal serta hak, kewajiban
dan larangan PKL yang dilakukan berdasarkan asas kesamaan, pengayoman,
kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan ketertiban dan kepastianhukum,
keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.®®

Figh siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas
tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa yang
mendasarinya dan bagaimana para pelaksana kekuasaan menjalankan
kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan
mempertanggung jawabkan kekuasaannya yang bernafaskan atau sejalan
dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan

menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam
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2Tegal, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2020, Lembaran Daerah

Nabupaten Tegal Tahunn 2020 Nomor 9, Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki

S3Bella Pristika dan Badrudin Kurniawan, op. cit., h. 246.
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kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya. **
Dalam perspektif figh siyasah, pemerintah memiliki tanggung jawab
besar dalam penertiban masyarakat termasuk dalam pengelolaan sektor
informal seperti pedagang kaki lima. Penertiban tersebut idealnya dilakukan
dengan prinsip-prinsip Islam seperti musyawarah, keadilan, dan amanah. Hal

ini di tegaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

u\wu\ozsezas;ubx@mgmw\;a;uu\es ARG
FSACI LS (YR AL AT TR Y I EREE
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di
antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat. (Q.S. An-Nisa/4: 58).

Di dalam kitab Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menafsirkan ayat di
atas bahwa terdapat dua kata penting, yaitu amat dan adil. bahwa dengan
menjaga yang dua itulah, keamanan, keadilan dan kemakmuran akan tercapai,
sehingga tercapai apa yang pernah disabdakan Nabi, seorang perempuan
berjalan seorang diri dari Hirah (dekat Irak) ke Makkah, tidak ada yang
mengganggu keamanannya'.>®

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa ayat
dan tafsir di atas mengingatkan pentingnya amanah dan keadilan, termasuk
dalam penataan pedagang, dimana pemerintah bertindak adil dan pedagang

juga menghormati aturan yang ada. Keadilan dan penegakan amanah menjadi

nery wisey JiaeAg uejng jo A}JISIaATU) dDTWIR]S] 3}©1S

5 Muhammad Ramadhan, op. cit., h. 6
%Hamka, op. cit., h. 275.
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landasan utama bagi siapa pun yang diberikan wewenang dalam urusan
publik. Selanjutnya juga di tegaskan dalam firman Allah SWT sebagai
berikut:

o B a1 1l 5 50 1 saikal 3 ) ) sl ) 5l ¢l (G

A G e 258 G J5 DN 5 dll () 85078 o008 (b 22 3
30,45 el A Al 53N o 5

Artinya: Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang

kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang

sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul

(sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang

demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di

dunia dan di akhirat). (Q.S. An-Nisa /4: 59).

Di dalam kitab Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menafsirkan ayat di
atas bahwa ketaatan dalam saat yang demikian, kepada keputusan Ulil-Amri
atau pihak yang berkuasa, sudahlah menjadi kewajiban yang ketiga dalam
agama, yung rurnu kuat-kuasanya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul
itu. Di sini kita mendapat beberapa pokok pembangunan kekuasaan dalam
Islam yaitu, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada Ulil-Amri dari
pada kamu (diantara kamu). supaya ketaatan kepada Ulil-Amri itu dapat
dipertanggung jawabkan, ururun-urutan duniawi hendaklah
dimusyawaratkan. Bahkan perintah-perintah Allah sendiripun, mana yang
kelancarannya berkehendak kepada duniawi' hendaklah dimusyawaratkan.>®

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa ayat

dan tafsir tersebut menegaskan pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasul, dan

pemimpin, terutama dalam menjalankan urusan pemerintahan dan

neny wisep JrreAg uejng jo A}JISIaATU() dDTUIR]S] 3}81S

% 1bid., h.279



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

nely e)sns NiN !jiw ejdio yeH o

31
kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan harus dilandasi
oleh tanggung jawab, musyawarah, dan keputusan yang merujuk pada Al-
Qur’an dan sunah. Dalam konteks penataan pedagang, pemimpin atau
pemerintah wajib berlaku adil dan bijak, sementara masyarakat, termasuk
pedagang, dituntut untuk taat dan menghormati kebijakan yang telah
disepakati bersama. Ketaatan yang berlandaskan musyawarah menjadi kunci
terwujudnya tatanan yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Sebagaiman dijelaskam dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

] /&f;f"/ o o 20 ,é: ba I o2 - wo ’.o'&/
e 5 3430 (534 aa Hal 56 sllall | galal 5 agd 5l 1 53ASLN Edll

Artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang
menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat,
sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di
antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang
Kami anugerahkan kepada mereka. (Q.S. As-Syura/42: 38).

Di dalam kitab Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka juga menafsirkan
bahwa ayat di atas, menjelaskan hasil dari musyawarat ini menjadi keputusan
yang wajib ditaati oleh seluruh orang beriman. Yang menjaga berjalannya
hasil Syura ialah Ulil-Amri. Dalam masyarakat itu sudah terang tidak semua
orang yang terkemuka, tidak semua orang hadir dalam musyawarat dan tidak
semua orang sanggup duduk dalam mempertimbangkan. Mereka
menyerahkan urusan kepada yang ahli. Lalu taat kepada apa yang diputuskan

oleh yang ahli itu.®’
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Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa
musyawarah adalah prinsip penting dalam pengambilan keputusan.
Keputusan hasil musyawarah wajib ditaati, meskipun tidak semua pihak
terlibat langsung. Dalam konteks penataan pedagang, pemerintah perlu
melibatkan musyawarah, dan masyarakat hendaknya menaati hasilnya demi
terciptanya keadilan dan keteraturan.

Penertiban pedagang kaki lima dalam perspektif figih siyasah
menekankan pentingnya prinsip-prinsip Islam seperti amanah, keadilan,
musyawarah, dan ketaatan kepada Ulil Amri. Pemerintah sebagai pihak yang
diberi wewenang memiliki tanggung jawab besar untuk menata sektor
informal secara adil dan bijak, dengan melibatkan musyawarah dalam setiap
pengambilan keputusan. Sementara itu, masyarakat dan para pedagang
diharapkan menaati kebijakan yang telah ditetapkan demi menciptakan
ketertiban, keindahan kota, dan kemaslahatan bersama yang sesuai dengan
ajaran Islam
e. Gambaran Umum Lokalsi Penelitian
1. Kondisi Geografis Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya

Kawasan kuliner Cut Nyak Dien berada di Kelurahan Tanah Datar
dan merupakan Kelurahan yang terletak di Kecamatan Pekanbaru Kota.
Secara geografis, kawasan kuliner Cut Nyak Dien terletak dan berbatasan
dengan tiga perbatasan yaitu :

1) Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani

2) Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Sudirman.
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3) Sebelah timur berbatasan dengan Jalan HR Subrantri.

< ’ JI. Cut Nyak Dhien
A

JI. Jend. Sudirman

1. Sejarah Singkat Kawasan Kuliner Cut Nyak Dien

Kawasan kuliner Cut Nyak Dien terletak di Jalan Cut Nyak Dien,
tepat di jantung Kota Pekanbaru, berdekatan dengan Jalan Sudirman dan
pusat perbelanjaan seperti plaza senapelan dan ramayana. Lokasinya yang
strategis membuatnya mudah diakses oleh warga lokal maupun wisatawan.
awal mula aktivitas kuliner di kawasan ini mulai tumbuh secara organik sejak
awal tahun 2000-an. Awalnya hanya ada beberapa pedagang kaki lima yang
menjajakan makanan di malam hari. Karena tingginya minat masyarakat dan
lokasinya yang mudah dijangkau, jumlah pedagang pun terus bertambah.

Melihat potensi ekonomi dan wisata yang besar, Pemerintah Kota
Pekanbaru mulai menata kawasan ini sebagai sentra kuliner malam. Pada
Agustus 2022 Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, melalui Dinas
Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), mulai menata kawasan ini
dengan nama "Madani Street Food". Penataan ini mencakup pengaturan

lokasi berjualan dan pemasangan lampu hias untuk meningkatkan daya tarik
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kawasan. Namun pada Oktober 2024 Pemko Pekanbaru mengambil alih
pengelolaan kawasan dari pihak sebelumnya yang tidak memiliki dasar
hukum yang kuat. Penataan ulang dilakukan dengan menetapkan ukuran
lapak yang seragam (3 meter per pedagang), pemasangan 20 titik Stasiun
Pengisian Listrik Umum (SPLU), serta pengaturan lalu lintas dan area parkir
untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman. Dan tidak
hanya itu nama kawasan tersebut juga di ganti yang awalnya kawasan tersebut
di beri nama Madani Street Food dan sekarang di ganti menjadi kawasan
kuliner malam Cut Nyak Dien. Nama “Kawasan Kuliner Cut Nyak Dien”
diambil dari nama jalan tempat sentra kuliner ini berada. Branding ini
semakin diperkuat oleh promosi dari pemerintah daerah dan media lokal
sebagai salah satu destinasi wisata malam kuliner.%®

Ciri khas kuliner kawasan ini dikenal dengan berbagai pilihan
makanan seperti sate, nasi goreng, mie, seafood, hingga kuliner khas melayu
dan minuman segar. Banyak penjual beroperasi mulai sore hingga tengah
malam. Dampak sosial-ekonomi kawasan ini memberikan dampak ekonomi
yang positif bagi masyarakat sekitar, termasuk membuka lapangan kerja dan
meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Namun, kawasan ini juga
menimbulkan persoalan seperti kemacetan dan persoalan ketertiban umum,
yang menjadi perhatian Satpol PP.

2. Struktur Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru selaku

k

M JrieAg uelng jo AJISIdATU) dTUWR][S] 3}e)§

ISP

nery w

%8 Berita Pemko, https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pemko-pekanbaru-kembali-buka-

iner-malam-cut-nyak-dien-lalulintas-direkayasa#, di akses pada 2 Mei 2025



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

AVIY VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-Buepun 16unpuijig eydin yeH

nelry ejysng NN Y!jiw eydio yey @

nery wisey JureAg uejng jo AJISIdATU) dTWE][S] 3}B)§

35
pengemban amanah masyarakat Kota Pekanbaru melaksanakan kewajiban
dalam bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan
dalam pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat khususnya pada wilayah Kota Pekanbaru.

Adapun susunan organisalsi Satpol PP Kota Pekanbaru adalah

sebagai berikut:

1) Kepala Satuan
2) Sekretaris terdisi dari:
a. Sub bagian umum.
b. Sub bagian keuangan.
c. Kelompok jabatan fungsional.
3) Bidang penegakan prundang-undangan:
a. Seksi penyelidikan dan penyidikan.
b. Seksi pembinaan dan penyuluhan.
c. Kelompok jabatan fungsional.
4) Bidang operasi dan ketertiban masyarakat:

a. Seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
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b. Seksi kerjasama.
c. Kelompok jabatan fungsional.
5) Bidang pengembangan sumber daya:
a. Seksi pelatihan dasar.
b. Seksi sarana dan prasarana.
6) Bidang penyelenggaraan perlindungan masyarakat:
a. Seksi perlindungan masyarakat.
b. Seksi bina potensi.
c. Kelompok jabatan fungsional.
3. Keadaan Pedagang Kawasan Kuliner Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru
Kawasan kuliner Cut Nyak Dien merupakan tempat pertemuan
antara pedagang dan pembeli yang aktif di malam hari. Di kawasan ini,
terdapat pedagang dari berbagai latar belakang suku dan budaya, seperti
Melayu, Minang, Batak, dan Jawa, yang bersama-sama menjalankan usaha
kuliner. Selain itu, terdapat variasi jenis usaha di antara pedagang-pedagang
di kawasan ini, mulai dari penjual makanan berat, minuman, hingga camilan
khas daerah. Perbedaan jenis usaha ini disebabkan oleh berbagai faktor
seperti modal, tingkat pendidikan, minat, kreativitas, serta pengalaman kerja
masing-masing pedagang.
Sebagian besar pedagang di kawasan kuliner Cut Nyak Dien
merupakan pedagang tetap yang telah mendapatkan izin dan mendirikan
lapak berukuran standar (3x3 meter) yang disediakan oleh Pemerintah Kota

Pekanbaru. Kawasan kuliner ini mencerminkan keragaman sosial dan
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ekonomi masyarakat Kota Pekanbaru, di mana masyarakat dari berbagai latar
belakang etnis dan jenjang ekonomi berkumpul dan berinteraksi dalam
aktivitas jual beli. Pendidikan memainkan peran penting dalam
mempengaruhi kualitas pelayanan dan manajemen usaha. Semakin tinggi
tingkat pendidikan seorang pedagang, semakin baik pula pengelolaan
usahanya. Pendidikan yang dimiliki pedagang dapat bersifat formal maupun
nonformal, namun keduanya menjadi dasar penting dalam menjalankan
usaha.

Berdasarkan data dan wawancara dari pihak Pemerintah Kota
Pekanbaru, sebagian besar pedagang di kawasan ini memiliki pendidikan
formal setidaknya hingga tingkat SMA atau yang sederajat. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun bukan pendidikan tinggi, mayoritas pedagang
tetap memiliki bekal pengetahuan dasar dalam menjalankan usaha secara

mandiri dan tertib.

Penelitian Terdahulu
Dalam kajian ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

N | Nama/Judul Metode Hasil Perbedaan

0 Penelitian Penelitian

1. | Ressa Metode Implikasi dari | Penelitian
Fitriana, Afifa | penelitian masalah yang | terdahulu
Ulfa Auliya, | deskriptif terjadi pada | meneliti  di
dan Agus | dengan Kebijakan Kota
Widiyarta pendekatan Peraturan Daerah | Surabaya
(2020)/ kualitatif Nomor 17 Tahun | sedangkan
Analisis 2003, dalam | penelitian
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Kebijakan
Penataan
Pedagang
Kaki
Limadalam
Perspektif
Kebijakan
Deliberatif.

melakukan pener-
tiban ke beberapa
tempat pedagang
kaki lima dirasa
belum cukup
berhasil. ~ Hanya
saja  keberhasilan
pada proses
kebijakan penataan
ini sebatas untuk
mengurangi jumlah
pedagang kaki
lima vyang tidak
berjualan pada
tempatnya. Hal ini
berdam-pak pada
bidang lingkungan
karena adanya
pedagang kaki
lima yang
berjualan  semba-
rangan atau tidak
pada  tempatnya
dapat mengganggu
aktivitas jalan
yang semesti-nya
difungsikan untuk
publik.

penulis di
Kota
Pekanbaru.
Penelitian
terdahulu
menggunaka
n pendekatan
perspektif
kebijakan
deliberatif,
pada
penelitian
penulis tidak
menggunaka
n perspektif
kebijakan
deliberatif
penulis
menggunaka
n presfektif
figih siyasah.

Sheila Lucky
Octaviani dan
, Ardiana Yuli
Puspitasari
(2021)/ Studi
Literatur
Penataan Dan
Pemberdayaa
n Sektor
Informal:
Pedagang
Kaki Lima.

Metode
penelitian
deskriptif
dengan
pendekatan
kualitatif

Dalam
penataannya ketiga
studi kasus tersebut
menggunakan pola
relokasi ke tempat
yang

sudah ditentukan.
Terdapat pula
penataan yang
didukung dengan
upaya penertiban
dari Satpol

PP. Penataan
pedagang kaki lima
(pkl) dilakukan
untuk  mengatasi
permasalahan
seperti

Penelitian
terdahulu
meneliti  di
Kota Kota
Tulungagung
, Pasar Tanah
Abang
Jakarta, dan
di Kecamatan
Tualang
Perawang
Kilometer 4.
sedangkan
penelitian
penulis di
Kota
Pekanbaru.
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keindahan dan
keamanan kota
yang  terganggu,
kebersihan,  dan
kemacetan.
Penataan juga
dilakukan sebagai
bentuk perwujudan
visi  misi  dari
pemerintah untuk
mendapatkan kota
yang

bersih, indah,
tertib, dan nyaman.
sedangkan untuk
pemberdayaan
dilakukan dengan
cara penyuluhan,
sosialisasi,
pendidikan,  dan
pelatihan  terkait
kreativitas, inovasi,
dan kemandirian;
kerja sama berupa
usaha  kemitraan
dengan pihak
terkait; pembuatan
dan pengembangan
kelembagaan
sebagai wadah
pedagang kaki lima
(PKL); pemupukan
modal swadaya
yang berasal

dari pembuatan
paguyuban
kelembagaan; serta
informasi dan
promosi terkait
hasil dagangan dari
pedagang kaki lima
(PKL) kepada
masyarakat.

Syaeful
bakhri (2021)/
Penataan

Metode
penelitian
deskriptif

Kenyataannya
PKL di Kabupaten
Cirebon  tumbuh

Penelitian
terdahulu
meneliti

di
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pedagang
kaki lima:
Resiliensi
usaha di masa
pandemi.

dengan
pendekatan
kualitatif

dan  berkembang
secara mandiri,
sehingga penataan
PKL perlu
dukungan
pemerintah daerah
melalui  strategi
regulasi terkait
penataan dan
pemberdayaan
yang
implementasinya
perlu lebih tegas
untuk
meminimalisasi
kelemahan dengan
memanfaatkan
peluang  sumber
daya yang ada pada
PKL itu sendiri.
Untuk
mengefisiensikan
pemanfaatan ruang
Kota Sumber
sebagai pusat
pemerintahan
Kabupaten
Cirebon,
diperlukan upaya
penataan PKL
kedalam satu atau
lebih  dari satu
lokasi
penampungan PKL
yang bisa
mengakomodir
dari  pusat-pusat
PKL eksisting dan
sekitarnya.

maka

Kabupaten
Cirebon
sedangkan
penelitian
penulis di
Kota
Pekanbaru.
Penelitian
terdahulu
menggunaka
n pendekatan
analisis
SWOT, pada
penelitian
penulis tidak
menggunaka
n analisis
SWOT
penulis
menggunaka
n presfektif
figih siyasah.

Dinarjati Eka
Puspitasari
(2010)/
Penataan
Pedagang
Kaki Lima
Kuliner

Hukum
Empiris
karena
menggunaka
n data primer.
Data primer
tersebut

Pola penataan PKL
untuk mewujudkan
fungsi tata ruang
kota di DIY adalah
dengan membuat
kebijakan

mengenai

Penelitian
terdahulu
meneliti  di
Kota
Yokyakarta
dan
Kabupaten




‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

AVIY VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

nely e)sns NiN !jiw ejdio yeH o

nery wisey JireAg uejng jo A}JISIaATU() dDTWIR]S] 3)©1S

41
Untuk diperoleh kualifikasi ~ pola | Seleman
Mewujudkan | secara penataan PKL | sedangkan
Fungsi Tata | langsung dari | sesuai dengan | penelitian
Ruang Kota | para programperencana | penulis di
Di Kota | narasumber | n tata ruang kota | Kota
Yogyakarta dan serta membuat | Pekanbaru.
Dan responden kebijakan pola | Penelitian
Kabupaten yang terkait | penataan PKL | terdahulu
Sleman. dengan dengan lebih | menggunaka
penelitian ini. | memperhatikan n jenis
dengan aspek lingkungan | penelitian
pendekatan hidup. Adapun | Hukum
Kualitatif pola penataan PKL | Empiris
untuk menunjang | karena
kinerja ekonomi di | menggunaka
DIY adalah | n data primer.
memberikan Sedangkan
kesempatan  bagi | Penelitian
PKI. untuk | Penulis
berjualan di sektor | Menggunaka
informal serta | n Jenis
menghimbau Penelitian
kepada Pemerintah | kualitatif

Daerah untuk
membuka lapangan
kerja dan
penerimaan
pendapatan daerah
dengan
pemberlakuan
retribusi.
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METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan lapangan (field research) yaitu dengan
mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju untuk memperoleh data
yang benar dan terpercaya tentang “pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2021 dalam penertiban pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota
Pekanbaru ditinjau dari figih siyasah”. Pada penelitian ini peneliti mengambil
jenis penelitian yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di
lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki
gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk

penyusunan laporan ilmiah.%°

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif mencoba mengerti makna
suatu kejadian atau pristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-
orang dalam situasi atau fenomena tersebut.®® Pendekatan penelitian kualitatif
adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah
di mana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif sifatnya

deskriptif. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan,

e
150

11e{g uej ng jo AJISIaATU) dTUIR]S] 93}G°

i3
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9 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: PT

ka Cipta, 2011), h. 96

8Muri Yusuf, Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan, (Jakarta:

nada Media Group, 2014), h. 328
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wawancara, pemotretan, analisis, dokumen, catatan lapangan, disusun
peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk angkaangka.®*
Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mengkaji
ilmu kealaman dan objek ilmiah secara deskriptif berupa kata-kata melalui
data-data yang diperoleh berupa pengamatan, wawancara, pemotretan,

analisis dokumen dan catatan lapangan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan
penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian
yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi dikawasan kuliner
Jalan Cut Nyak Dien, Kota Pekanbaru. Penulis tertarik melakukan
penenelitian di kawasan kuliner Jalan Cut Nyak Dien tersebut karena di lokasi
ini terdapat gejala-gejala dimana masih banyak PKL yang melanggar aturan
meskipun perda sudah mengeluarkan undang-undang untuk mengatur

penertiban, kegiatan dan tempat PKL tersebut.

Subjek dan Objek Penelitian
Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar
penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kodisi

latar belakang.5? Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah

T

nery wisesy jie

1 Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan bagi pengembangan Profesi Pendidikan dan

aga Kependidikan, (Jakarta: Kencana, 2011), h.197-180

82l exy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: Remaja
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Satuan Polisi Pamong Peraja, pengunjung dan pedagang kaki lima yang
menempati tempat relokasi di kawasan kuliner Cut Nyak Dien Kota
Pekanbaru.
Objek penelitian
Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi
tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan.
Objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2021 dalam penertiban pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota
Pekanbaru ditinjau dari figih siyasah (Studi Kasus Di kawasan kuliner

JIn.Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru).

Informan Penelitian

Informan adalah aktor kunci dalam penelitian lapangan merupakan
anggota yang dihubungi peneliti dan yang menjelaskan atau
menginformasikan tentang lapangan.®® Informan dalam penelitian merujuk
kepada individu atau pihak yang berperan sebagai sumber utama data.
Mereka memiliki karakteristik tertentu, yaitu memiliki pemahaman yang
mendalam terkait dengan suatu subjek yang diperoleh melalui pengalaman
dan proses enkulturasi. Lebih dari sekadar memiliki pengetahuan, informan
juga menginternalisasikan pemahaman ini dan aktif terlibat dalam aspek-
aspek kegiatan yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis melakukan interaksi dengan informan

nery w

R@sdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6
6'°"‘;c.?3\bdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), h. 6
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dalam bentuk wawancara langsung untuk dapat menggali informasi yang
mendalam terkait masalah yang sedang diteliti sehingga dapat menjadi
sumber penelitian serta memiliki kualitas yang krakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga dapat ditarik
kesimpulannya. Adapun Informan yang diperlukan dalam penelitian ini
terbagi tiga yaitu informan kunci, informan utama, dan informan tambahan.
informan kunci ialah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai
informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Pihak-pihak yang
dijadikan sebagai informan kunci yaitu yaitu 3 orang Satuan Polisi Pamong
Peraja, informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi
sosial yang diteliti yaitu 2 orang pedagang kaki lima yang menempati tempat
relokasi di kawasan kuliner Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru, dan informan
tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun
tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan
dalam penelitian ini ialah 2 orang pengunjung di kawasan kuliner Cut Nyak
Dien Kota Pekanbaru, Sehingga jumlah informan pada penelitian ini

berjumlah 7 orang.

0 Jenis Informan Identitas Jumlah
Informan kunci Satpol PP Kota Pekanbaru 3
Informan Utama Pedagang kaki lima 2
Informan Tambahan Pengunjung 2

Total Jumlah 7

nery wisey jrefg ue;(Lﬂlg JO A318) Zfun) dTuwre[sy 3je3s
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Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi

menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data-data utama yang didapatkan
dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama.®* Adapun
sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh
langsung dari Informan yang berada di kawasan kuliner Jalan Cut Nya

Dien, Kota Pekanbaru.

. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk
memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini yang
berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan
pustaka, seperti buku, laporan dan jurnal.®®
Sumber data Tarsier

Data Tersier adalah yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap data primer dan maupun sekunder, misalnya, kamus
bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia dan

lain lain.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

S jireds uey g yo A3rsraatun orureysy aje;g
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%Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi
dia Publishing, 2015), h. 68
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ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengamati dan mencatat perilaku atau kejadian yang terjadi
di lapangan. Observasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak

langsung, tergantung pada jenis data yang ingin dikumpulkan®®

. Wawancara

Wawancara, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara melakukan tanya jawab dengan responden. Wawancara dapat
dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon atau video call.®” Peneliti
dalam hal ini berkedudukan sebagai interviewer, mengajukan pertanyaan,
menilai jawaban, meminta penjelasan, mencatat dan menggali pertanyaan
lebih dalam. Dipihak lain, informan menjawab pertanyaan dan
memberikan penjelasan. Dalam penelitian yang penulis lakukan
wawancara yang tidak terstruktur yaitu melakukan tanya jawab guna
mendapatkan jawaban secara mendalam dalam penelitian ini penulis
mewancarai Yyaitu Satuan Polisi Pamong Peraja, Pengunjung dan
Pedagang Kaki Lima yang berjualan di kawasan kuliner cutnyak dien
tersebut.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-
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%Amtai Alaslan, Penelitian Metodologi Kualitatif, (Tasikmalaya : Perkumpulana Rumah
erlang Indonesia, 2023), h.108
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benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan

catatan harian lainnya.%

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk menganalisis data penelitian dalam
hal ini analisis deskriptif kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul
maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat
tergambar proses analisis data dalam penelitiani dimulai dari menelaah kajian
yang tersedia dari berbagai sumber observasi dan wawancara, secara rinci dan
sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan juga bisa dipahami

secara tegas kesimpulan datanya, proses analisis data dalam penelitian ini.

nery wisey

8Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka

ta, 2010), cet.ke-1, h. 172
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Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksaan
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 dalam penertiban pedagang kaki lima
oleh Pemerintah Kota Pekanbaru ditinjau dari figih siyasah (Studi Kasus di

Kawasan Kuliner Cut Nyak Dien), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
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1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 dalam penertiban

pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru masih belum optimal.
Hal ini masih ditemukannya beberapa permasalahan di lapangan, seperti
kurangnya fasilitas umum (toilet), pengamen yang mengganggu, genangan
air saat hujan, serta pungutan liar oleh juru parkir tidak resmi. Namun
demikian, melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam
menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan kuliner Cut Nyak Dien
telah berjalan secara bertahap dan sistematis dengan mengacu pada
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021. Penertiban dilakukan melalui
kebijakan relokasi, pengaturan jam operasional, penertiban lokasi dagang,
serta pengawasan langsung di lapangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemerintah dalam
penertiban pedagang kaki lima mencakup Faktor pendukung dan faktor
penghambat. Adapun faktor pendukungnya yaitu adanya dasar hukum yang
kuat, dukungan dari instansi pemerintah terkait, serta sebagian pedagang

yang mulai sadar akan pentingnya penertiban. Sedangkan Faktor

66
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g penghambatnya yaitu rendahnya kesadaran dan kepatuhan pedagang
_fg. terhadap aturan serta jumlah pedagang yang melebihi kapasitas.
53. Dalam tinjauan figih siyasah, kebijakan penertiban PKL ini termasuk ke
;—r: dalam siyasah tanfidziyyah, yaitu upaya pemerintah (waliyyul amri) dalam
g menjaga kemaslahatan umum, menegakkan keteraturan publik, dan
(C” memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kebijakan ini sejalan
% dengan prinsip syariah selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
g Namun, masih perlu peningkatan kualitas layanan dan ketegasan terhadap
- praktik yang melanggar hukum, seperti pungutan liar.
B. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, agar meningkatkan

nery wisey JireAg uejng jo A}JISIaATU() dDTWIR]S] 3)©1S

pengawasan dan penegakan hukum terhadap keberadaan pengamen dan
juru parkir liar yang meresahkan, agar kenyamanan dan keamanan
pengunjung tetap terjaga. Dan diharapkan kepada Pemerintah Kota
Pekanbaru agar mengadakan penambahan fasilitas umum, seperti toilet
yang memadai dan saluran drainase yang baik, agar pedagang dan
pengunjung merasa lebih nyaman terutama saat musim hujan. Serta
diharapkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru agar melakukan sosialisasi
dan edukasi berkelanjutan kepada para pedagang kaki lima mengenai
pentingnya mematuhi aturan dan menjaga ketertiban, sehingga tercipta

kesadaran kolektif yang mendukung kelancaran penertiban.
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diberlakukan. Seperti, tidak berdagang di tempat yang dilarang untuk
Diharapkan kepada pengunjung yang berbelanja, agar tidak memarkirkan
kendaraan disembarang tempat, sehingga menganggu arus lalu lintas

Diharapkan kepada pedagang kaki lima, agar mematuhi aturan yang sudah

berdagang.

2
3.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

U.\/I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

...1 ...ﬂf 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

lf h.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ORSOER XAl 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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u__._ A= 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

= = a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
lh_\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ORSOER XAl 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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PEDOMAN WAWANCARA

Pédoman wawancara Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021
Palam Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

3

Ditinjau Dari Figih Siyasah

A-Tujuan

=

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana

<penerapan pembangunan Zona Integritas di Kantor Imigrasi kelas 1l TPI
w

gSeIatpanjang. Adapun aspek yang di wawancarai adalah sebagai berikut:
-~

Q
B}JIdentitas diri

j4Y]
c

a) Nama
b) Jabatan

c) Alamat

C. Pertanyaan penelitian

1. Satuan Polisi Pamong Peraja Kota Pekanbaru

nery wisey JireAg uejng jo A}JISIaATU() dDTWIR]S] 3)©1S

1) Apa usaha yang di lakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dalam
pelaksanaa penataan pedagang kaki lima di kawasan Kuliner Cut Nyak
Dien.?

2) Bagaiman usaha yang di lakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dalam
pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kawasan
Kuliner Cut Nyak Dien.?

3) Apa faktor pendorong dalam penataan pedagang kaki lima di kawasan
kuliner Cut Nyak Dien, Kota Pekanbaru.?

4) Apa faktor penghambat dalam penataan pedagang kaki lima di kawasan

kuliner Cut Nyak Dien, Kota Pekanbaru.?
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5) Dalam upaya penertiban petugas Satpol PP melakukan upaya-upaya
penertiban pedagang kaki lima dengan cara bagaimana.?

6) Bagaimana harapan bapa/ibu kedepannya supaya kawasan kuliner Cut
Nyak Dien ini bisa tetap tertib dan aman.?

Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kuliner Cut Nyak Dien, Kota Pekanbaru

1) Sejak kapan bapak/ibu berdagang di kawasan Cut Nyak Dien?

2) Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap penataan kawasan kuliner Cut
Nyak Dien.?

3) Apakah penertiban ini berdampak pada pendapatan atau kenyamanan
berdagang?

4) Apakah ada pungutan liar atau kendala dalam menjalankan usaha pasca
penertiban?

5) Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap pemerintah ke depan?

. Pengunjung di Kawasan Kuliner Cut Nyak Dien, Kota Pekanbaru

1) Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap pelaksanaan penataan kawasan
kuliner Cut Nyak Dien.?

2) Bagaimana bapak/ibu menilai kondisi kawasan tersebut setelah penertiban
PKL?

3) Apakah bapak/ibu merasa nyaman dan aman saat berkunjung?

4) Apakah bapak/ibu pernah mengalami gangguan seperti pengamen,
pungutan liar, atau parkir sembarangan?

5) Apa harapan bapak/ibu untuk pengelolaan kawasan ini ke depan?



LAMPIRAN DOKUMENTASI

Pgkanbaru, pada tanggal 21 Mei 2025 di kantor Satpol PP Kota Pekanbaru.

rif

asim Riau

»—-.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan S

PP Kota Pekanbaru, pada tanggal 20 Mei 2025 di kantor Satpol PP Kota Pekanbaru.

Wawancara dengan bapak Hengki Marlinto, selaku Kepala Seksi Kerjasama Satpol
\ﬁawancara dengan bapak Syafran S.E, selaku Komandan Pleton Satpol PP Kota

...1 ...ﬂf 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
lf .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

q\/ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU



selaku Komandan Pengamanan Satpol PP

pada tanggal 17 Mei 2025 di dikawasan kuliner Cut Nyak

pada tanggal 21 Mei 2025 di kantor Satpol PP Kota Pekanbaru.

Wawancara dengan Noval, selaku PKL yang berjualan dikawasan kuliner Cut Nyak
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...1 ...ﬂf 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

lf .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ORSOER XAl 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



selaku pengunjung dikawasan kuliner Cut Nyak Dien,

gan Ayu,

Dien, Kota Pekanbaru, pada tanggal 17 Mei 2025 di dikawasan kuliner Cut Nyak

I@ta Pekanbaru,, pada tanggal 17 Mei 2025 di kawsan kuliner Cut Nyak Dien, Kota

Dien Kota Pekanbaru.

f

sim Riau
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© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Sy

Wawancara dengan Widia, selaku PKL yang berjualan dikawasan kuliner Cut Nyak

Wawancara den

U.\/I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

u__._...MW 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

m.' hm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
lh_\_n__ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ORSOER XAl 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ancara dengan Zulkarrnain, selaku pengunjung dikawasan kuliner Cut Nyak

Dien, Kota Pekanbaru,, pada tanggal 17 Mei 2025 di kawsan kuliner Cut Nyak
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U.\/I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
n__._...l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Mf hm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
lh_\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ORSOER XAl 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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NIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
\ FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
" o Al .
oalall g dcyall dls
FACULTY OF SHARIAH AND LAW
Jl HR Soebrantas No. 155 KM 15 TuahMadani - Pebanbary 28293 PO Box. 1004 Irlr/h- 07615620032

AN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UIN SUSKA RIAL Web. www fasih vin-suskaacid Email : fasih@uin-suska ac id - A
Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/3014/2025 Pekanbaru,24 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lamp. 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon lzin Riset
Kepada Yth.
Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :
Nama : REKA SISWIARTI
NIM : 12120425120
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S|
Semester : VI (Delapan)
Lokasi : Kawasan kuliner cut nyak dien kota pekanbaru
bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Peran Pemerintah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 13 tahun 2021 di kota Pekanbaru perspektif figih siyasah
Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.
Demikian disampaikan, terima kasih.
.Ag
200501 1 005
Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Dipindai dengan CamScanner
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PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI 11 KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JI. Abdul Rahman Hamid Komplek Kota Pekanbaru

SURAT KETERANGAN RISET
Nomor : B.500.10.30/SATPOL PP / @O\ /2025

Sesuai dengan Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Sayrif Kasim
Riau Nomor : Un.04/F .I1/PP.00.9/3014/2025 Tanggal 24 Maret 2025 Hal Mohon
Izin Riset. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama . REKA SISWIARTI
NIM . 12120425120
Fakultas . SYARIAH & HUKUM UIN SUSKA RIAU

Jurusan . 8.1 HUKUM TATA NEGARA (siyasah)

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan Riset Penelitian di
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan judul Skripsi :

“PERAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2021 DI KOTA
PEKANBARU BERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”

Demikian Surat Keterangan Pra Riset/Riset/Penelitian ini keluarkan agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru 22 Mei 2025
HERALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SRR RS,
' _l. LX) )’ -/
. £¢1//uwm

Tembusan :

1. Dekan Syariah & Hukum Uin Suska Riau di Pekanbaru;
2. Yang bersangkutan;

3. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner




